
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR /0 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 
BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 
Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Kerinci; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

• 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 
tentang Sistem Pelatihan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4637); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Nomor PER.21/ MEN/IX/2009 tentang Pedoman 
Pelayanan Produktivitas; 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Nasional Daerah; 

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi; 

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Cara Perizinan dan 
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); 

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Kerinci. 

Memperhatikan : Surat 	Gubernur 	Jambi 	Nomor 	: 	S- 
061/01/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 
2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci 
Tahun 2018. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA 
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN 
KERINCI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dan i sekretariat daerah, sekretariat 
DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 
kelurahan. 

6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas 
kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 

7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja atau yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan NAKER adalah 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Kerinci. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan 
Derah. 

9. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut dengan BLK adalah 
pusat penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis dalam 
rangka melatih dan mengembangkan keterampilan kerja. 

10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 
teknis tertentu yang secara lansung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 

11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
organisasi induknya. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok 	pegawai 
negeri yang diberi tugas/wewenang, 	tanggung jawab dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya. 



BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

UPTD BLK merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan 
Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 

(1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas : 
melaksanakan sebahagian tugas teknis tertentu yang diberikan Kepala 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Kerinci 	dalam melaksanakan penyusunan, 
pengelolaaan, dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pelatihan 
Ketrampilan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1), UPTD BLK mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja, tata kerja, prosedur kerja UPTD BLK 

b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan 
disiplin Pegawai pada UPTD BLK; 

c. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan dalam 
rangka usaha penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan; 

d. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD BLK; 

e. perencanaan program dan kegiatan baik rutin maupun 
pembangunan serta kerjasama dengan Pihak Ketiga; 

f. penyusunan rencana kegiatan pelatihan dan menginformasikan 
kepada masyarakat; 

g. penyusunan rencana pendayagunaan fasilitas dan instruktur untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi UPTD BLK; 

h. pelaksanaan pelatihan untuk penempatan tenaga kerja dalam dan 
luar negeri; 

i. pembuatan laporan hasil penilaian keberhasilan UPTD-BLK sesuai 
dengan tolok ukur keberhasilan yang telah ditetapkan; 



j. penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pemasaran 
pascalatihan keterampilan kerja; 

k. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

Susunan Organisasi UPTD BLK pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdiri dan: 
a. Kepala UPTD BLK; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

410 	
Bagian Kedua 

Kepala UPTD BLK 

Pasal 6 

Kepala UPTD BLK mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun 
kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 
program dan kegiatan UPTD BLK sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 
6, Kepala UPTD BLK mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2). 

Bagian Ketiga 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan 
administrasi UPTD BLK meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta 
pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 9 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program kerja UPTD BLK; 

b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan 
ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, 
keuangan dan pelaporan UPTD BLK; 

c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk 
teknis serta rencana kerja UPTD BLK; 



d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian 
konsep naskah dinas dan produk hukum BLK; 

e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; 

f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak 
langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program 
kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis 
Balai Latihan Kerja serta bertanggung jawab pembuatan laporan 
mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala 
UPTD. 

(2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dan i sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidan.g keahliannya. 

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan 
keuangan daerah. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Pasal 12 

(1) Setiap Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah satuan organisasi wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 



(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi 
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 13 

Struktur UPTD BLK pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci sebagaimana terlampir 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 28 
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 
(Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 

pada tanggal Šftsawiso 	2018 

Diundangkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 	 2018 

SEK 	IS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

AFRIZAL. HS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR.... 



• 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR I 0 TAHUN 2018 
TENTANG 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 
ORGANISASI SERTA TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA 
PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL, PELAYANAN TERPADU 
SATU PI NTU DAN TENAGA 
KERJA KABUPATEN KERINCI 

SAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI 

S 
KEPALA UPTD 

BALAI LATIHAN KERJA 

KASUBBAG TATA 
USAHA 
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